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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. UU No 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah

4. PP No 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008

5. Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
8. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Memahami Peraturan Informasi Publik

2. Memahami Teknis Penyusunan Daftar Informasi
3. S1 Komputer

4. S1 Komunikasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- SOP Pelayanan Permohonan Informasi

- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Publik

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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komponen dan Pemerintahan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
& PFEID PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output DI
Pembantu
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi 1. UU No 14 Tahun 2008,
gumpikan ol 2. UU No 25 Tahun 2009; DIDP yang telah
yang dikuasasi dan relevan dengan tupoksi - Secara berkala, ; ;
> ; : : 3. UU No 23 Tahun 2013; ! |dikumpulkan dari
1 |masing-masing komponen di Pemerintah 2010- serta merta setiap
Kabupaten Kudus dalam hardcopy dan 4. PP & Tahtn . saat i
oo 5. Perki No 1 Tahun 2010; Perangkat Daerah
i 6. Perki No 1 Tahun 2013
1. UU No 14 Tahun 2008;
Mengklasifikasikan seluruh informasi dan 2. UU No 25 Tahun 2009;
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan 3. UU No 23 Tahun 2013; e berkala', D.IDP y ang_telah
2 - s T e ; ) serta merta setiap |diklasifikasi
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat 4. PP 61 Tahun 2010; P T
informasi dan dokumentasi 5. Perki No 1 Tahun 2010; y
6. Perki No 1 Tahun 2013
3 klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, e iR apics seiita mita sefiap [DIDP
: saat
secara berkala, serta merta dan setiap saat
Mengadakan rapat bersama [P
Menetapkan DIDP secara resmi dan dengan PPID Utama dan Setelah D‘DP. Sutk Keputusan D".DP ditetapkan,'pka ada_
4 menaumumkan kepada masyarakat PPID Pembantu untuk terkumpul dari yang ditandatangani tambahan informasi
g 7 ¥ PPID Pembantu |oleh PPID baru, dibuat SK untuk
Menetapkan DIP .
ditetapkan
Mengunggah DIDP ke website resmi Ygzgsge gin csiian:?l?k? :)rll;zrmasn Setelah DIDP @Zz';i};z l}((c;r:;eer:“lj)aDlrI?dl
5 |Pemerintahan Kabupaten Kudus maupun InAyE yang ditetapkan oleh . e
dan Pemerintahan

melalui sarana informasi lainnya

Daerah

Atasan

Daerah




